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BUPATI BONE BOLANGO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR 23 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BONE BOLANGO, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah 

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan 

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Bone Bolango; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3952); 

PARAF HIERARHKIS 

WAKIL BUPATI  : 

SEKDA  : 

ASISTEN I  : 

ASISTEN II  : 

KEPALA DPPKAD :  
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan 

Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4269);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4748); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor  57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir  dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

BOLANGO 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban Daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

adalah Bupati selaku Kepala Daerah yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 
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10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan 

pengelolaan keuangan Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang 

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 

Bendahara Umum Daerah. 

13. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang selanjutnya 

disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang. 

14. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 

program dan/atau kegiatan. 

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi SKPD. 

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya. 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 

selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik Daerah. 

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
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Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung 

seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran Daerah. 

21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 

membiayai seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang 

ditunjuk. 

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

23. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas 

Daerah. 

25. Pengeluaran  Daerah  adalah  uang  yang  keluar  dari  

Kas Daerah. 

26. Pendapatan  Daerah  adalah  hak  Pemerintah  Daerah  

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

27. Belanja Daerah adalah kewajiban  Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 

pendapatan Daerah dan belanja Daerah. 

29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 

pendapatan Daerah dan belanja Daerah. 

30. Pembiayaan  Daerah  adalah  semua  penerimaan  yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran  yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
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berikutnya. 

31. Sisa   Lebih   Perhitungan  Anggaran   yang   selanjutnya  

disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode 

anggaran. 

32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah 

pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, 

dengan ketentuan pengambilan keputusan terhadap 

kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 

satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan 

implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan 

pada tahun berikutnya, yang dituangkan dalam 

prakiraan maju. 

34. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang 

direncanakan, guna memastikan kesinambungan 

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi 

dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

35. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program 

dan/atau kegiatan, yang akan atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. 

36. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana 

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi 

untuk seluruh jenis belanja, guna melaksanakan 

kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip 

pencapaian efisiensi alokasi dana. 

37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan Daerah 

di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka 
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mencapai tujuan pembangunan Daerah. 

38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi 

SKPD. 

39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumberdaya, baik berupa sumberdaya manusia, barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, 

sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam 

bentuk barang atau jasa. 

40. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

41. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan. 

42. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 

program. 

43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD 
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serta anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakannya. 

46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada SKPD untuk setiap program, sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD. 

48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

SKP Daerah adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak Daerah. 

50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disebut SKR Daerah adalah surat ketetapan retribusi 

yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 

Daerah. 

51. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 

disebut STS Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke 

tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

52. Surat Tanda Setoran  Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disebut STS Retribusi adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau 

ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

53. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 
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untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan 

Surat Permintaan Pembayaran. 

54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut 

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan atau 

Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan 

pembayaran. 

55. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

56. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 

SPM. 

57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada  Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang 

sah. 

58. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

59. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban  Pemerintah 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian 

atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

60. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 

besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran. 

61. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah adalah 
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proses berkesinambungan yang dilakukan oleh 

lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, 

untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 

63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 

BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di 

lingkungan  Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan  keuntungan yang dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 

64. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 

manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, 

manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan  Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah adalah untuk memberikan pedoman dalam 

penyusunan laporan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

(2) Tujuan penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah adalah untuk mengatur penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai 

tujuan umum dalam rangka meningkatkan 



- 13 - 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran 

dan antar periode, serta sebagai acuan bagi: 

a. penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi 

masalah akuntansi yang belum diatur dalam 

kebijakan akuntansi; 

b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai 

apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan 

kebijakan akuntansi; dan 

c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan 

informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi. 

BAB III 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 3 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. 

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas 

dasar kerangka konseptual yang mengacu pada 

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Pasal 4 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur : 

a. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk 

Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. dasar-dasar penyajian neraca untuk Pemerintah Daerah 

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang 

memberikan informasi historis mengenai perubahan kas 
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dan setara kas Pemerintah Daerah dengan 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan 

nonanggaran selama 1 (satu) periode akuntansi; 

d. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang 

diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang 

memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan 

anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-

sebab terjadinya perbedaan yang material antara 

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang 

merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu 

untuk dijelaskan; 

e. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan 

dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajian 

dalam laporan keuangan; 

f. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan 

kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan  

g. penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas 

akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka 

menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan 

keuangan. 

BAB IV 

SISTEMATIKA 

Pasal 5 

Sistematika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

meliputi: 

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah; 

2. Penyajian Laporan Keuangan; 

3. Laporan Realisasi Anggaran;  

4. Neraca; 

5. Laporan Arus Kas; 
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6. Catatan atas Laporan Keuangan; 

7. Akuntansi Pendapatan; 

8. Akuntansi Belanja; 

9. Akuntansi Pembiayaan; 

10. Akuntansi Aset; 

11. Akuntansi Kewajiban; 

12. Akuntansi Ekuitas Dana; 

13. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan 

peristiwa luar biasa; dan 

14. Laporan Keuangan Konsolidasi. 

 

Pasal 6 

Sistimatika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini : 

a. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bolango tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

b. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menerapkan 

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah 

Daerah dapat menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis 

Kas menuju Akrual untuk Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

paling lama sampai dengan Tahun Anggaran 2014, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati Bone Bolango. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

 
Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 21 November 2013 

BUPATI BONE BOLANGO, 

            TTD+CAP 

          HAMIM POU 

 
 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal  21 November 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

                                     TTD+CAP 

Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si 
         PEMBINA UTAMA MADYA 

     NIP. 19641212 199103 1 011 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013NOMOR 23 
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